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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas digitalisasi proses impor yang diterapkan oleh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok
ilegal di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data
sekunder yang bersumber dari laporan resmi DJBC, publikasi pemerintah, serta dokumen kebijakan
terkait digitalisasi kepabeanan dan penindakan barang kena cukai. Analisis data dilakukan secara
deskriptif dan komparatif dengan membandingkan kinerja pengawasan sebelum dan setelah penerapan
sistem digital kepabeanan, seperti Customs-Excise Information System and Automation (CEISA),
electronic seal (e-seal), Auto Gate System, serta teknologi pemindaian berbasis data. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa digitalisasi proses impor terbukti efektif dalam meningkatkan akurasi pengawasan,
efisiensi administrasi, serta kualitas penindakan terhadap rokok ilegal. Hal ini tercermin dari
peningkatan signifikan jumlah rokok ilegal yang disita, meskipun jumlah penindakan secara kuantitas
mengalami penurunan, yang mengindikasikan peningkatan kualitas dan ketepatan sasaran
pengawasan. Selain itu, digitalisasi berkontribusi pada peningkatan transparansi layanan kepabeanan
dan penguatan sinergi lintas instansi. Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan
berupa keterbatasan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia, yang masih perlu
ditingkatkan untuk memastikan keberlanjutan efektivitas sistem digital kepabeanan. Penelitian ini
diharapkan dapat menjadi rujukan akademik dan kebijakan dalam pengembangan sistem kepabeanan
berbasis digital guna memperkuat pengawasan barang kena cukai dan melindungi penerimaan negara.

Kata Kunci: Digitalisasi kepabeanan, proses impor, efektivitas pengawasan, rokok ilegal, Bea dan
Cukai.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of import process digitalization implemented by the
Directorate General of Customs and Excise (DGCE) in strengthening the supervision of illegal cigarette
distribution in Indonesia. The research adopts a quantitative approach using secondary data obtained
from official DGCE reports, government publications, and policy documents related to customs
digitalization and excisable goods enforcement. Data analysis is conducted through descriptive and
comparative methods by examining supervisory performance before and after the implementation of
digital customs systems, including the Customs-Excise Information System and Automation (CEISA),
electronic seals (e-seal), Auto Gate Systems, and data-based scanning technologies. The findings
indicate that import process digitalization has proven effective in enhancing monitoring accuracy,
administrative efficiency, and the quality of enforcement against illegal cigarettes. This effectiveness is
reflected in a significant increase in the volume of seized illegal cigarettes, despite a decrease in the
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number of enforcement actions, suggesting improved targeting and enforcement precision.
Furthermore, digitalization contributes to greater transparency in customs services and stronger inter-
agency coordination. Nevertheless, challenges remain, particularly related to technological
infrastructure limitations and human resource capacity, which require further improvement to ensure
the sustainable effectiveness of digital customs systems. This study is expected to serve as an academic
and policy reference for advancing digital-based customs systems to strengthen excisable goods
supervision and safeguard state revenue.

Keywords: Customs digitalization, import process, supervision effectiveness, illegal cigarettes, customs
and excise.
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PENDAHULUAN

Perkembangan perdagangan internasional yang semakin dinamis dan kompleks telah
mendorong otoritas kepabeanan di berbagai negara untuk melakukan transformasi sistem
pengawasan dan pelayanan melalui pemanfaatan teknologi digital. World Customs
Organization (WCO) menegaskan bahwa modernisasi kepabeanan berbasis digital merupakan
prasyarat utama dalam menghadapi tantangan globalisasi perdagangan, peningkatan volume
arus barang, serta kompleksitas modus pelanggaran lintas batas [1-2]. Digitalisasi kepabeanan
tidak hanya bertujuan mempercepat proses administrasi dan memfasilitasi perdagangan yang
sah, tetapi juga memperkuat fungsi pengawasan dan penegakan hukum melalui pendekatan
berbasis data, manajemen risiko, dan integrasi sistem lintas instansi [3-4]. Sejumlah studi
internasional menunjukkan bahwa penerapan sistem kepabeanan digital mampu meningkatkan
efisiensi layanan, transparansi proses, serta akurasi deteksi pelanggaran, terutama pada
komoditas berisiko tinggi seperti barang kena cukai [5-7].

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai otoritas kepabeanan dan
cukai memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara fasilitasi perdagangan dan
pengamanan penerimaan negara. Seiring dengan meningkatnya volume impor dan
kompleksitas rantai pasok nasional, DJBC menghadapi tantangan serius dalam mengawasi
peredaran barang ilegal, khususnya rokok ilegal yang berdampak langsung terhadap
penerimaan cukai, iklim usaha industri rokok legal, serta kesehatan masyarakat [8-9]. Berbagai
kajian menyebutkan bahwa peredaran rokok ilegal di Indonesia dipengaruhi oleh kombinasi
faktor ekonomi, perbedaan tarif cukai, lemahnya pengawasan distribusi, serta celah dalam
sistem kepabeanan dan logistik [10-12]. Oleh karena itu, penguatan pengawasan melalui
pendekatan konvensional dinilai tidak lagi memadai tanpa didukung oleh sistem digital yang
terintegrasi dan adaptif.

Sebagai respons atas tantangan tersebut, DJBC telah mengimplementasikan digitalisasi
proses impor melalui pengembangan Customs-Excise Information System and Automation
(CEISA) dan penyempurnaannya dalam CEISA 4.0, yang dirancang untuk mendukung proses
kepabeanan secara paperless, terintegrasi, dan berbasis manajemen risiko [13-14]. Selain itu,
penerapan teknologi pendukung seperti electronic seal (e-seal), Auto Gate System, serta sistem
pemindaian X-ray yang terhubung dengan basis data kepabeanan telah menjadi bagian penting
dalam pengawasan arus barang di pelabuhan dan kawasan pabean [15-16]. Penelitian
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sebelumnya menunjukkan bahwa integrasi teknologi tersebut berpotensi meningkatkan akurasi
profil risiko, mempercepat proses pemeriksaan, serta menekan peluang terjadinya
penyelundupan melalui manipulasi dokumen dan deklarasi [17-19].

Meskipun demikian, efektivitas digitalisasi kepabeanan dalam memperkuat pengawasan
rokok ilegal masih menjadi perdebatan akademik dan kebijakan. Sejumlah penelitian menyoroti
bahwa peningkatan volume barang sitaan tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan
jumlah penindakan, yang mengindikasikan perubahan strategi pengawasan dari kuantitas
menuju kualitas penindakan [20-21]. Data DJBC menunjukkan bahwa meskipun jumlah
penindakan rokok ilegal mengalami fluktuasi, volume dan nilai barang sitaan justru meningkat
signifikan, yang mengisyaratkan adanya peningkatan ketepatan sasaran berbasis analisis risiko
dan pemanfaatan teknologi digital [22-23]. Namun demikian, beberapa studi juga
mengidentifikasi adanya kendala implementasi digitalisasi, seperti keterbatasan infrastruktur
teknologi, integrasi data lintas instansi yang belum optimal, serta kesiapan sumber daya
manusia dalam mengoperasikan sistem digital secara efektif [24-26].

Selain aspek teknis, literatur juga menekankan bahwa keberhasilan digitalisasi
kepabeanan sangat bergantung pada tata kelola data, kualitas informasi, dan kemampuan
analitik dalam mendukung pengambilan keputusan [27]. Pemanfaatan big data analytics dan
kecerdasan buatan dalam sistem kepabeanan dinilai mampu meningkatkan efektivitas
pengawasan melalui deteksi pola anomali dan prediksi risiko, namun di sisi lain juga menuntut
kesiapan regulasi, keamanan data, dan kapasitas kelembagaan yang memadai [28-29]. Oleh
karena itu, evaluasi efektivitas digitalisasi tidak hanya perlu dilihat dari sisi ketersediaan
teknologi, tetapi juga dari hasil nyata yang dihasilkan dalam penguatan pengawasan dan
penindakan barang ilegal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian terkait
pengukuran efektivitas digitalisasi proses impor terhadap pengawasan rokok ilegal di
Indonesia. Sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat deskriptif atau normatif, dengan
fokus pada implementasi sistem dan kebijakan, tanpa mengaitkannya secara kuantitatif dengan
indikator kinerja pengawasan seperti volume sitaan, nilai barang hasil penindakan, dan efisiensi
proses pemeriksaan [30]. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara
kuantitatif efektivitas digitalisasi proses impor yang diterapkan oleh DJBC dalam memperkuat
pengawasan rokok ilegal di Indonesia, sekaligus mengidentifikasi tantangan implementasi yang
perlu diperhatikan untuk meningkatkan keberlanjutan dan dampak kebijakan digitalisasi
kepabeanan di masa mendatang.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain penelitian deskriptif—
komparatif, yang bertujuan untuk mengukur efektivitas digitalisasi proses impor Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok
ilegal di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dipilih karena memungkinkan pengukuran kinerja
kebijakan dan sistem digital secara objektif melalui indikator numerik yang dapat dianalisis
secara statistik [31]. Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi implementasi
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digitalisasi proses impor, sedangkan pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan
kinerja pengawasan sebelum dan setelah penerapan sistem digital kepabeanan secara lebih
intensif [32]. Pendekatan ini umum digunakan dalam studi evaluasi kebijakan publik dan
transformasi digital sektor pemerintahan karena mampu menunjukkan perubahan kinerja yang
terukur akibat suatu intervensi kebijakan atau teknologi [33].

Objek dan Fokus Penelitian

Objek penelitian ini adalah digitalisasi proses impor yang diterapkan oleh Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai, khususnya melalui pemanfaatan sistem Customs-Excise Information
System and Automation (CEISA), electronic seal (e-seal), Auto Gate System, serta sistem
pemindaian dan analisis berbasis data. Fokus penelitian diarahkan pada efektivitas pengawasan
rokok ilegal, yang diukur melalui indikator penindakan cukai, volume dan nilai barang sitaan,
serta efisiensi proses pengawasan. Pemilihan rokok ilegal sebagai fokus penelitian didasarkan
pada karakteristiknya sebagai barang kena cukai dengan tingkat risiko tinggi, serta besarnya
dampak fiskal dan sosial yang ditimbulkannya [34-35].

Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber resmi dan
kredibel, antara lain laporan tahunan DJBC, publikasi Kementerian Keuangan, dokumen
kebijakan kepabeanan, serta artikel jurnal ilmiah yang membahas digitalisasi kepabeanan dan
pengawasan barang kena cukai. Penggunaan data sekunder dinilai tepat dalam penelitian
evaluatif kebijakan publik karena memberikan gambaran empiris yang luas, konsisten, dan
dapat diverifikasi [36]. Selain itu, data sekunder memungkinkan analisis tren dan perbandingan
kinerja pengawasan dalam rentang waktu tertentu tanpa intervensi langsung terhadap objek
penelitian [37].

Variabel dan Indikator Penelitian

Variabel dalam penelitian ini terdiri atas variabel independen dan variabel dependen.
Variabel independen adalah digitalisasi proses impor, yang dioperasionalisasikan melalui
indikator penerapan sistem CEISA, penggunaan e-seal, integrasi Auto Gate System, serta
pemanfaatan teknologi pemindaian dan analitik data. Variabel dependen adalah efektivitas
pengawasan rokok ilegal, yang diukur melalui indikator jumlah penindakan, volume rokok
ilegal yang disita, nilai barang hasil penindakan, serta rasio temuan per kegiatan pengawasan.
Penggunaan indikator tersebut sejalan dengan praktik evaluasi kinerja kepabeanan yang
direkomendasikan oleh WCO dan berbagai studi empiris terkait manajemen risiko dan
penegakan hukum berbasis teknologi [38-39].

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan
menghimpun dan menelaah dokumen resmi, laporan statistik, dan publikasi ilmiah yang relevan
dengan topik penelitian. Metode dokumentasi banyak digunakan dalam penelitian kepabeanan
dan administrasi publik karena mampu menyediakan data faktual yang sistematis dan dapat
dipertanggungjawabkan secara akademik [40]. Selain itu, teknik ini memungkinkan peneliti
untuk melakukan analisis kebijakan secara historis dan komparatif, khususnya dalam
mengevaluasi dampak penerapan teknologi digital terhadap kinerja pengawasan [41].
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Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan menggunakan statistik deskriptif dan analisis komparatif
kuantitatif. Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan perkembangan jumlah
penindakan, volume dan nilai sitaan rokok ilegal, serta tren kinerja pengawasan setelah
penerapan digitalisasi proses impor. Selanjutnya, analisis komparatif dilakukan dengan
membandingkan indikator kinerja pengawasan pada periode sebelum dan sesudah penguatan
sistem digital kepabeanan. Pendekatan before—after analysis ini lazim digunakan dalam
evaluasi efektivitas kebijakan dan sistem digital sektor publik karena mampu menunjukkan
perubahan kinerja secara terukur [42-43]. Hasil analisis kemudian diinterpretasikan untuk
menilai sejauh mana digitalisasi proses impor berkontribusi terhadap penguatan pengawasan
rokok ilegal di Indonesia.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain ketergantungan pada data sekunder yang
tersedia serta keterbatasan akses terhadap data mikro operasional DJBC yang bersifat rahasia.
Selain itu, penelitian ini belum mengukur secara langsung pengaruh faktor eksternal seperti
perubahan tarif cukai atau kebijakan non-teknologi lainnya yang juga dapat memengaruhi
efektivitas pengawasan. Keterbatasan tersebut perlu diperhatikan dalam interpretasi hasil
penelitian dan menjadi peluang bagi penelitian lanjutan dengan pendekatan yang lebih
komprehensif [44].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kinerja Pengawasan Rokok Ilegal

Hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa pengawasan terhadap peredaran rokok
ilegal di Indonesia mengalami perubahan signifikan seiring dengan penguatan digitalisasi
proses impor oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Data penindakan menunjukkan bahwa
jumlah kegiatan penindakan tidak selalu meningkat secara kuantitatif, namun volume dan nilai
barang sitaan justru mengalami kenaikan yang signifikan. Fenomena ini mengindikasikan
adanya peningkatan kualitas dan ketepatan sasaran pengawasan, yang merupakan salah satu
indikator utama efektivitas sistem pengawasan berbasis manajemen risiko [45]. Temuan ini
sejalan dengan studi internasional yang menyatakan bahwa sistem kepabeanan digital
cenderung menggeser orientasi penegakan dari pendekatan quantity-based enforcement menuju
quality-based enforcement melalui pemanfaatan analisis data dan profil risiko [46-47].

Efektivitas Digitalisasi Proses Impor terhadap Penindakan Rokok Ilegal

Berdasarkan hasil analisis komparatif sebelum dan setelah penguatan digitalisasi proses
impor, penerapan sistem CEISA, e-seal, Auto Gate System, dan teknologi pemindaian berbasis
data terbukti berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas pengawasan rokok ilegal. Hal ini
tercermin dari meningkatnya rasio temuan rokok ilegal per kegiatan penindakan, yang
menunjukkan bahwa sistem digital mampu meningkatkan akurasi seleksi objek pemeriksaan.
Studi sebelumnya menegaskan bahwa integrasi sistem informasi kepabeanan dengan teknologi
pemindaian dan analitik data memungkinkan otoritas kepabeanan memfokuskan sumber daya
pengawasan pada pengiriman berisiko tinggi, sehingga hasil penindakan menjadi lebih optimal
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[48-49]. Dengan demikian, digitalisasi proses impor tidak hanya mempercepat alur
administrasi, tetapi juga memperkuat fungsi intelijen kepabeanan dalam mendeteksi peredaran
rokok ilegal.

Analisis Perubahan Pola Pengawasan Berbasis Manajemen Risiko

Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pergeseran pola pengawasan dari pemeriksaan
acak menuju pemeriksaan berbasis risiko (risk-based inspection). Peningkatan volume sitaan
rokok ilegal meskipun jumlah penindakan relatif menurun menunjukkan bahwa sistem digital
mampu menyaring data impor secara lebih selektif dan presisi. Temuan ini konsisten dengan
konsep customs risk management yang dikembangkan oleh World Customs Organization, di
mana pemanfaatan data historis, integrasi lintas instansi, dan teknologi analitik menjadi kunci
dalam meningkatkan efektivitas pengawasan [50-51]. Penelitian lain juga menunjukkan bahwa
penggunaan sistem manajemen risiko berbasis digital dapat menurunkan biaya pengawasan dan
meningkatkan tingkat kepatuhan pelaku usaha secara tidak langsung [52].

Kontribusi Digitalisasi terhadap Transparansi dan Koordinasi Lintas Instansi

Selain meningkatkan efektivitas penindakan, digitalisasi proses impor juga berkontribusi
terhadap peningkatan transparansi dan koordinasi antarinstansi yang terlibat dalam pengawasan
arus barang. Integrasi data antara DJBC dengan instansi terkait memungkinkan pertukaran
informasi secara real-time, sehingga proses pengawasan menjadi lebih cepat dan akurat.
Beberapa studi menyebutkan bahwa transparansi sistem kepabeanan digital berperan penting
dalam mengurangi peluang manipulasi data dan penyalahgunaan wewenang, sekaligus
meningkatkan akuntabilitas layanan publik [53-54]. Dalam konteks pengawasan rokok ilegal,
koordinasi yang lebih baik antarinstansi turut memperkuat upaya penindakan terpadu dan
mencegah terjadinya celah pengawasan di sepanjang rantai logistik.

Tantangan Implementasi Digitalisasi dalam Pengawasan Rokok Ilegal

Meskipun hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi proses impor efektif dalam
memperkuat pengawasan rokok ilegal, beberapa tantangan implementasi masih ditemukan.
Keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama di pelabuhan-pelabuhan tertentu, serta kesiapan
sumber daya manusia dalam mengoperasikan sistem digital secara optimal menjadi kendala
utama. Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menegaskan bahwa keberhasilan
transformasi digital di sektor publik sangat bergantung pada kesiapan organisasi, kapasitas
SDM, dan keberlanjutan investasi teknologi [55-56]. Selain itu, tantangan terkait kualitas data
dan interoperabilitas sistem lintas instansi juga perlu mendapat perhatian agar manfaat
digitalisasi dapat dirasakan secara maksimal dan berkelanjutan [57].

Implikasi Temuan terhadap Kebijakan Kepabeanan

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa digitalisasi proses impor
memiliki implikasi positif terhadap penguatan pengawasan rokok ilegal di Indonesia. Temuan
ini mendukung pandangan bahwa investasi dalam sistem kepabeanan digital merupakan strategi
yang efektif untuk meningkatkan kinerja penegakan hukum dan melindungi penerimaan negara.
Namun, untuk memaksimalkan manfaat tersebut, diperlukan kebijakan pendukung berupa
penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi, serta
penyempurnaan tata kelola data dan koordinasi lintas instansi. Pendekatan holistik ini sejalan
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dengan rekomendasi berbagai studi internasional yang menekankan bahwa digitalisasi
kepabeanan harus diiringi dengan reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas organisasi

[58-59].
Tabel 1. Temuan penelitian dan implikasi kebijakan.
No Temuan Utama Penelitian Bukti Empiris / Indikator Implikasi Kebijakan

Digitalisasi proses impor
terbukti efektif dalam
memperkuat pengawasan rokok
ilegal

Peningkatan volume dan nilai
sitaan rokok ilegal meskipun
jumlah penindakan relatif
menurun

Digitalisasi perlu diposisikan
sebagai instrumen utama
pengawasan berbasis risiko, bukan
sekadar fasilitasi administrasi

Terjadi pergeseran pengawasan

Rasio temuan per penindakan

Penetapan target kinerja DIBC
sebaiknya tidak hanya berbasis

2 dari kuantitas ke kualitas meningkat setelah penerapan . . . .
. . . jumlah penindakan, tetapi juga rasio
penindakan sistem digital kepabeanan e
temuan dan nilai sitaan
z:::nll;m:ﬁ;iri;ie;rll’ki lrll;(;sis Pemeriksaan lebih terfokus Perlu penguatan modul analitik dan
3 data ’meni IE) Katkan akurasi pada pengiriman berisiko profiling risiko dalam sistem
seleksi pen;geriksaan tinggi CEISA untuk barang kena cukai
Digitalisasi meningkatkan Pertukaran data dan Elge) f(r)hlekrzrgill(ﬁ:g 31;?;11233;2? untuk
4  transparansi dan koordinasi pengawasan terpadu an tarirlzs tansi kepabeanan dan
lintas instansi antarinstansi lebih cepat P
pengawasan
Efektivitas digitalisasi masih Ketergantungan pada kesiapan F;ng?ﬁﬁff:g: Eerrnéligl;;t%( zzn
5 dibatasi oleh infrastruktur dan sistem dan kompetensi VeS| urIr Gig
kapasitas SDM operator pelatihan SDM berbasis data
analytics
Digitalisasi mendukung Nilai potensi kerugian negara gﬁi‘gﬁi:ﬁ%ﬁ;ﬁf&;znis
6  perlindungan penerimaan yang berhasil dicegah en a%nanan enerimaan nf’ ara
negara dan iklim usaha legal meningkat bensg P &

jangka panjang

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kuantitatif dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat
disimpulkan bahwa digitalisasi proses impor yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai terbukti efektif dalam memperkuat pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal di
Indonesia. Efektivitas tersebut tercermin dari meningkatnya volume dan nilai barang sitaan
rokok ilegal meskipun jumlah penindakan secara kuantitatif tidak mengalami peningkatan
signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya pergeseran strategi pengawasan dari pendekatan
berbasis kuantitas menuju pendekatan berbasis kualitas dan ketepatan sasaran, yang sejalan
dengan prinsip manajemen risiko kepabeanan.

Penerapan sistem digital kepabeanan seperti CEISA, electronic seal (e-seal), Auto Gate
System, serta teknologi pemindaian dan analitik data telah meningkatkan akurasi seleksi objek
pemeriksaan dan memperkuat fungsi intelijen kepabeanan. Digitalisasi juga berkontribusi pada
peningkatan transparansi proses impor dan koordinasi lintas instansi, sehingga pengawasan
terhadap barang kena cukai berisiko tinggi dapat dilakukan secara lebih terintegrasi dan efisien.
Dengan demikian, digitalisasi tidak hanya berperan sebagai instrumen fasilitasi perdagangan,
tetapi juga sebagai alat strategis dalam penegakan hukum dan perlindungan penerimaan negara
dari kebocoran akibat rokok ilegal.
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Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa efektivitas digitalisasi proses
impor belum sepenuhnya optimal akibat adanya keterbatasan infrastruktur teknologi, kesiapan
sumber daya manusia, serta tantangan interoperabilitas data antarinstansi. Faktor-faktor
tersebut berpotensi menghambat pemanfaatan sistem digital secara maksimal apabila tidak
diiringi dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan tata kelola yang berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus
memperkuat implementasi digitalisasi proses impor dengan fokus pada peningkatan kualitas
sistem manajemen risiko berbasis data, khususnya untuk komoditas berisiko tinggi seperti
rokok. Pengembangan dan penyempurnaan modul analitik pada sistem CEISA perlu diarahkan
untuk meningkatkan akurasi profil risiko dan rasio temuan per kegiatan pengawasan, sehingga
sumber daya pengawasan dapat dialokasikan secara lebih efektif.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi kebutuhan mendesak
agar pemanfaatan teknologi digital dapat berjalan optimal. Program pelatihan berkelanjutan
terkait analisis data, pemanfaatan sistem digital, dan pengawasan berbasis teknologi perlu
diperluas, terutama bagi petugas yang terlibat langsung dalam proses pemeriksaan dan
penindakan. Penguatan kompetensi ini penting untuk memastikan bahwa transformasi digital
tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga didukung oleh kesiapan organisasi dan budaya kerja
berbasis data.

Dari sisi kelembagaan, penguatan koordinasi dan interoperabilitas data lintas instansi
perlu terus ditingkatkan untuk menutup celah pengawasan di sepanjang rantai logistik. Integrasi
data yang lebih komprehensif antara DJBC dan instansi terkait diharapkan mampu memperkuat
pengawasan terpadu terhadap peredaran rokok ilegal, baik pada tahap impor maupun distribusi
domestik.

Bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan kajian dengan
pendekatan kuantitatif yang lebih mendalam, misalnya melalui analisis statistik inferensial atau
pemodelan ekonometrika, serta mengombinasikannya dengan pendekatan kualitatif guna
memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas digitalisasi
kepabeanan. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas objek kajian pada jenis barang kena
cukai lainnya untuk memperkaya bukti empiris terkait dampak transformasi digital dalam
sistem kepabeanan Indonesia.
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